
PETUNJUK OPERASIONAL ( PO )
KEGIATAN PENYELENGGARAAN MAJELIS PERTIMBANGAN PEGAWAI

TAHUN ANGGARAN 2020

. FUNGSI

Untuk melaksanakan hrgas di atas, Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Evaluasi l{ineria ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perlmusan kebijekan, rencena, prosedur dan petunjukteknis kegiatan sub bidang penilaian kineria dan evaluasi klnerja ASN;

2.Peiaksanaanprogramdankegiatansubbidangpenilaiankineriadanevaluasipeni]aiankinerjaAsN;
3. Penyelenggaraan pembjnaan dan pengawasan manaiemen ASN di Iingkup perangkat daereh;

4- Pelakanaen lugas iainnyayang diberikan oleb pimpinan.

B. MASALAH YANG DI HADAPI

untukpember,an hukuman disiplin atau sanksi bagi PNsyang melsklk?n indisipliner/kasus serta bagi PNsyang mengajukan permohonan

izin perceraian, perlu dipertimbangkan jenis dan iingkathukuman yahg akan dierikan pada PNSyang bersangkutan, serta pertimbangan

unt;k memberikan atau menolakizin perceraian pNS. Pertimbangan tersebut dirapatkan dalam RepaLMajelis Pertimbangen Pegarrai [MPP]

c. KoNDISI AWAL/SAAT INI
- Dipredjksi sekitar 30 ltiga puluh) permohonan pemberian izin perceraian PNS dari Pejabat Pembina l(epegawaian IPPl{) yang akan di

berikan rekomendasi untuk diizinkan atau ditolakperceraiannya oleh PPK Den diprediksi sekitar 5 [lima) kasus akan di rapatkan dalan

Majelis Pertimbangan Pegawai (MPPl.

D. TUIUAN YANG INGIN DI CAPAI
- Terselenggararya :1J. Memberikan pertimbaogan kepada pimpinan atas usul penjatlthan hukuman disiplid iingkat sedang dan b€rat

sebagaimane diuru! dalam peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipii, 21. Memberikan

periimbangan kepada pimpinan mengenai izin perceraian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selaian;

E. SASARAN

Terwujudnyapemberian:ll.MembedkanperiimbangankepadapimpinanatasusulpenjatuhanhukumandisipLintingkatsedangdan
berat sebagaimana diurut dalam peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tenhng DisipUn Pega\a,ai Negeri Sipil; 2). Memherikan

pertimban;an kepada pimpinan mengenai izin perceraian Pegawai Negeri sipil di Iingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisit selat nj

A, TUGAS POKOI( DAN FUNGSI

, TUGAS POI{OK
sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Perangkat Daerah l<abupaten Pesisir Selatan,

mempunyai Tugas Pokok menyelenggarakan

Manusia.

13.137.500,-

5.2 2.06.002

Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan organisasi

Badan Kepegawaian dan Pengembsngan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan

urusan Penerinlahan Daerah di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya

rlb{ Lima Ratus
F. DANA

Bahan Eakar Minyak/ Gas dan Pclumas



s.22.15
s _2_2_a1_001.

Belanja Peialanon Dlnas 4.575.000

Belania Peialanan Dinas dalam Dae'ah 4.575.000
Kec-Koht Xl Tarusan s/d Le4qavanll 1.400.000

Cal.lV I 175_000 1.400.000

20 150.000 3.000.000

4 100 004 400 000
Kec.Ranah Pesisir.Air Puru, ddn PaLSoal t.225.044
Gol.lV 2 225.400 4S0 000

GoL I 3 175.004 525 000
Gol.l1 2 u5.a0a 250 000

Kec.BAB Tapan s/d Sildut 1950.000
Gol.lV 4 250.404 1.000 000

6 125.404 750.000

Col.ll 2 otl 104_004 200.000

]UMLAH 13.137.500

G.HASIL YANG DI HARAPKAN
_ Ierlakananya sidang Majelis Pertimbangan Pegawai guna memberikan pe.timbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian

H.I(ETERKAITAN DENGAN UNIT KERJA LAIN
- Seluruh unit kerja dj lingkungan Pemerintah Xabupaten Pesisir Selatan.

I. ORGANISAST KEGIATAN
DengaD mengacu kepada:
a. Undan8_undang Nomor 23 Tahun 2014 Lentang PemerinGhan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perutlahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tah!n 2014 tenAng Pemerintahan Daerah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 t€ntang Pengelolaan Xeuangan Daerah.
c. Peraturan Menleri Dalam Negerj Nomor: 21 tahun 2011 lentang Perubahan Kedua atas Peraturah Menteri Dalam Negerj Nomor : 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Seletan Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah IAPBD) Xabupateo
Pesjsir Selatan Tahun AngBerck 2O2O.

e- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daereh Kabupaten Pesisir
Selstan Tahun 2020

f. Dokumen PelaI(sahaan Ahggaran Organisasi PerangkaL Daerah Nomor 3.00.04.3.o0.04-01.17.20. tentEng Negiaran Penyelenggaraan Majelis
Pertimbangan Pegawai Tahun Anggaran 2020

g. Keputusan Bupati Pesisir Selat n Nomor : 9o0/39/Kpts/BPT-PS/2o19, tanggal 0S lanuari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil
Menjsdi Pengguna Anggaran, Nussa Pengguna Aoggaran dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pener,maan dan Bendahara pengeluaran
Pembahtu pada masing-masing Organisesi Perangkal Daerah Kabupaten Pesisir Selaten Tahun Anggaran 2020

h. Kepuiusan Kepala Badan Repegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kahupaten Pesisir Selatan Nomor I

800.05/003/BXPSDM-2o19, targgal 9lanuari 2020, tentahg Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabet Peiaksana Teknis Kegiaian
IPPTK] dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

Ditetepkan Susunan Organisasi pada Kegiatan Penyelenggaraan Majelis PerUlnbangan Pegawai TahunAnggaran 2018 sebagaiberikut:

1 Penanggung jawab Pro$am / Pengguna Anggaran, Xepala Badan Kepegawajan dan Pengembangan Sunber Daya Manusia Kabupaten
Pesisir Selatan.

2 Penanggung Jaweb Kegiateh/ Kuasa Pengguna Angg6ran, Sekrcta s pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daye
Manusia Kabupaten Pesisir Selst3n.

3 Peiabat Pelaksanan Teknis Kegiafan [PPTK), Kasobbid Penilaiar Kinerja dan Evaluasi Kinerj{ ASN pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pes,sir Selatan.

4 Bendaharawan PengeluEran, StafBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusja Kabupaten Pesisir Seletan.

5 Sekretariat PelakanaTeknis (egiatan, stafBadan Kepegawsian dan Pengembangan Sumbe. Daya Manusia Kabupeten Pesisir Selatan.

K. TUGAS DAN TANGGUNG IAWAB
Dengan mempedomani Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dan Peraturen yang berlaku, maka secara rinci tugas rnasing-maslng unsur
pengelola kegiatan adaiah sebagai berikut I

1 Penanggung Jawab Program
Bertugas sebagai berikut:
1, 1 l!'lemb en tuk organisasi pengeiola kegiatan, m elakuken kegiatan monitoring dan pengen d ali an atas pelaksan aan program / kegiatan.

1,2 Memberikan arah dan petunjuk umum dalam rangka mehgoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program / kegiatan.



1,3 Memberikan laporan kepada Bupati atas pelakanaan program da! kegiatan yang terdapat pada DPA-OPD tahun anggaran berjalan.

L,4 Mernpertanggung jawabkan dan menandatanganiserta memeril$a seluruh dokumen transaksi paling lambat 1X 3 bulan-

1,5 Me.andatangani surat perhyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran-
1",6 MenandaLangaoiSPM.
7,7 Mengelola utangdan piutangyang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.
1,8 Mengelola barang rnilik Daerah I kekayaan Daerah yang meBjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

1,9 Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Perangk€t Daerah.

1,10 Mengawasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
1,11 Melaksanakan tugas-tugas Pengelola Anggarah / Pengguna Barang ieirnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah

melalui Seketaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

2 PenanggungJawab Kegiatan
Bertugas sebagai berikul:
2,1 Membantu Penanggung jawab Kegiatan dalam melsk!kan tugas yang dilimpahkan dengen pertimbangan beban tugas dan rentang

kendali / kompetensi dan pertimbangen lainnya.
2,2 Pelimpahan kewenangan terseb u t ditetap kan dengan keputusan Kepale Daerah atas usul Kepala Perangkat Daerah.

3 Pejabat Pelakana Teknis (egiatah IPPIX)
Beriugas sebagai berikul :

3,1 Menyiapkan Organisasi PengelolaKegiatan.
3,2 Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
3 ,3 Mengusulkan kebutuhan b iaya b ulan an kegiatan ke pada Pengguna Anggaran / Kuasa Penggu na AnBgaran.
3,4 Melsporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
3,5 Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
3,6 Dan tugas"tugas lainnya sesuai yeng diatur dalam Keputusan Presiden Nomor : 80 Tehun 2003 tentang Pedoman Pelakanaan

Pengadaan Barang f Jasa Pemerinteh.

4 Sekretariat Pelaksana Tekris Kegiatan
Beriugas sebagai berikut :

4,1 Membantu Pelakana Kegiatan dalam pelakanaan tugas penatausahaan/administrasi sesuai dengan petunjuk Pelaksana Negiatan.

5 BendaheraPengeiuaran
Bertugas sebagai berikut :

5,1 Melaksanakan penatausahaan pengeluaran terhadap Belanja Langsung (BL), Uang Persediaan (UP), canh Uang (cU) dan Tambah
Uans [TUl.

5,2 Mengajukan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS kepada PA/KPA melalui PPK-OPD berdasarkan SPD

5,3 Mencatat SpP yang diajukan ke dalam register dibuat tiga rangkap, lembar 1 dan 2 untuk PPK-OPD dah lehbar ke-3 untuk arsip
bendahara.

Demikian Pelunjuk Operasional (P0) ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Anggaran

Painan, Januarj 2020

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
lksubbid Penilaian Kinerla dan Evaluasi Kinerja ASNKabid Pengembangan dan Penilaian Kinerja ASN

pada Badan Kepegawaian Sumber Daya

Diketahui oleh :

Penggulra Anggaran / Kepala BKPSDM

ADE MARLINA
NtP.19430329 200902 2 003

oleh ;


